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BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF` DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang    :    a.     bahwa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan
Aparatur   Negara   dan   Reformasi   Birokrasi   Nomor   15
Tahun  2019  tentang Pengisian LJabatan Pimpinan Tinggi
Secara  Terbuka  dan  Kompetitif Di  Lingkungan  Instansi
Pemerintah,    salah    satu    persyaratan    untuk    dapat
diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama adalah
sedang  atau  pernah  menduduki  jabatan  administrator
atau   jabatan   fungsional   jenjang   ahli   madya   paling
singkat 2 (dua) tahun;

b.     bahwa   jabatan   pimpinan   tinggi   pratama   Sekretaris

C.

Daerah   sebagaimana   diatur   dalam   Peraturan   Bupati
Sanggau   Nomor   25   Tahun   2020   tentang   Tata   Cara
Pengisian   Jabatan   Pimpinan   Tinggi   Pratama   Melalui
Seleksi     Terbuka     dan     Kompetitif     di     Lingkungan
Pemerintah  Kabupaten  Sanggau  belum  sesuai  dengan
ketentuan    sebagaimana   dimaksud    dalam    huruf   a,
sehingga perlu diubah;
bahwa       berdasarkan       pertimbangan       sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan    Bupati    tentang    Perubahan    Kedua    Atas
Peraturan  Bupati  Nomor  25  Tahun  2020  tentang  Tata
Cara    Pengisian    Jabatan    Pimpinan    Tinggi    Pratama
Melalui  Seleksi  Terbuka  dan  Kompetitif  di  Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sanggau;

Mengingat      :     1.     Undang-Undang     Nomor     27     Tahun     1959     tentang
Penetapan       Undang-Undang       Darurat       Nomor       3
Tahun  1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat   11   di   Kalimantan   (I.embaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun  1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran    Negara    Republik   Indonesia   Tahun    1959
Nomor    72,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor  1820);



2.     Undang-Undang Nomor 5 Tahun  2014  tentang Aparatur
Sipil    Negara    (Ijembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun   2014   Nomor   6,   Tambahan   I,embaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

3.     Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5494),   sebagaimana
telah  beberapa  kali  diubah,   terakhir  dengan  Undang-
Undang    Nomor    1    Tahun    2022    tentang   Hubungan
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan
Daerah       (Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Tahun   2022   Nomor   4,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

4.     Peraturan  Pemerintah  Nomor   11   Tahun  2017  tentang
Manajemen    Pegawai    Negeri    Sipil    (Lembaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  63,  Tambahan
Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   6073),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor     17    Tahun    2020    tentang    Perubahan    Atas
Peraturan  Pemerintah  Nomor   11   Tahun  2017  tentang
Manajemen    Pegawal    Negeri    Sipil    (Lembaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  68,  Tambahan
Ijembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5.     Peraturan  Menteri  Dalal.n  Negeri  Nomor  5  Tahun  2005
tentang   Pedoman   Penilalan   Calon   Sekretaris   Daerah
Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  serta  Pejabat  Struktural
Eselon 11 Di Lingkungan Kabupaten/Kota;

6.     Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi   Birokrasi   Nomor    15   Tahun   2019   tentang
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan
Kompetitif  di   Lingkungan   Instansi   Pemerintah   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan   :     PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PBRUBAHAN  KEDUA  ATAS
PERATURAN   BUPATI   NOMOR   25   TAHUN   2020   TENTANG
TATA     CARA     PENGISIAN     JABATAN     PIMPINAN     TINGGI
PRATAMA   MEIALUI   SELEKSI   TERBUKA   DAN   KOMPETITIF
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I

Ketentuan  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  25  Tahun  2020
tentang   Tata    Cara    Pengisian   Jabatan    Pimpinan   Tinggi
Pratama      Melalui      Seleksi      Terbuka      dan      Kompetitif
di        Lingkungan        Pemerintah        Kabupaten        Sanggau
(Berita  Daerah  Kabupaten  Sanggau  Tahun  2020  Nomor  25)
sebagaimana    telah    diubah     dengan     Peraturan     Bupati
Nomor  42  Tahun  2021   tentang  Perubahan  Atas  Peraturarl
Bupati  Nomor  25  Tahun  2020  tentang Tata  Cara  Pengisian
Jabatan      Pimpinan     Tinggi     Pratana      Melalui      Seleksi
Terbuka     dan     Kompetitif     di     Lingkungan     Pemerintah



Kabupaten   Sanggau   (Berita   Daerah   Kabupaten   Sanggau
Tahun 2021 Nomor 42),  diubah sebagai berikut:

Ketentuan  Pasal  3  huruf  i  diubah  dan  huruf  d  dihapus,
sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Persyaratan   LJP'I`   Pratama   Sekretaris   Daerah   (eselon   II.a),
sebagai berikut:
a.  memiliki   kualifikasi   pendidikan   paling   rendah   sariana

atau diploma IV;
b.  memiliki  kompetensi  teknis,  kompetensi  manajerial,  dan

kompetensi   sosial   kultural   sesuai   standar   kompetensi
jabatan yang ditetapkan;

c.   memiliki  pengalaman  jabatan  dalam  bidang  tugas  yang
terkalt   dengan   jabatan   yang   akan   diduduki    secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;

d.  dihapus.
e.   memiliki  rekam  jejak  jabatan,   integritas,   dan  moralitas

yang baik;
f.   usia   paling   tinggi   56   (lima   puluh   enam)   tahun   saat

pelantikan;
9.   sehatjasmani dan rohani;
h.  pangkat  golongan  ruang  paling  rendah  Pembina  Utama

Muda (IV/c);
i.   sedang  atau   pemah   menduduki  jabatan   administrator

paling   singkat  2   (dua)   tahun   atau  jabatan   fungsional
jenjang ahli madya golongan ruang (IV/c)  paling singkat 2
(dua) tahun;

j.   telah  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  Kepemimpinan
Tin8kat 11;

k.  semua  unsur  penilaian  prestasi  kerja  minimal  bemilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

1.   tidak    pemah    dan/atau    sedang    menjalani    hukuman
disiplin tingkat sedang atau berat;

in. tidak dalam status tersangka atau terdakwa untuk tindak
pidana   korupsi,   pidana   umum,   psikotropika   dan   zat
adiktif lainnya;

n.  bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi; dan
o.  persyaratan lain yang diperlukan dan tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan     Bupati     ini     mulai     berla]m     pada     tanggal
diundangkan.



Agar      setiap      orang      mengetahuinya,      memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022
BUPATI SANGGAU,

ttd
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATBN SANGGAU,

ttd
KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021  NOMOR 72.

Pembina Tingkat I
NIP 19770315 200502 2 002
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